


10.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421},

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700j;

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587),
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 481535};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
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18.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan
Peratfuran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013
tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312}),;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman  Penyusunan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020;
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26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP] Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor
563);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2016 - 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 ~
2028;

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 7};

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018
Nomor 35).




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

»

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Murung Raya,;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Murung Raya;

Bupati adalah Bupati Murung Raya;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Murung Raya;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disebut APBN;

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya sebut KUA;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disebut PPAS;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Murung Raya 2008 - 2028 adalah dokumen
petencanaan untuk periode 20 (dua puluhj tahun;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
{(RPJMD) Kabupaten Murung Raya 2018 — 2023 adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 {lima) tahun;
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja - SKPD adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;

Rencana Pemerintah Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut SKPD
adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai
tugas mengelola anggaran dan barang daerah;









